





A. Latar Belakang 
Hukum ialah bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Dalam sebuah 
masyarakat pastinya terikat dengan norma-norma dan peraturan-peraturan 
ataupun kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap individu. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi antara lain sebagai 
sosial kontrol bagi kehidupan masyarakat, alat pengendali sosial, dan hukum 
juga berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau 
perilaku yang menyimpang dalam masyarakat, serta pemberian sanksi hukum 
yang sesuai. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan agar terciptanya tujuan 
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.1 
Pada era 4.0 revolusi industri seperti saat ini, tidak dipungkiri pertumbuhan 
penduduk dan perkembangan teknologi semakin pesat, salah satu kebutuhan 
yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan akan sarana transportasi. 
Dalam menjalani kehidupannya, manusia memenuhi segala kebutuhan 
hidupnya dengan melakukan arus pergerakan dikarenakan kebutuhan manusia 
tidak dapat terpenuhi jika hanya dari tempat tinggalnya saja. Pergerakan yang 
dilakukan manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya bervariasi, dari 
                                                             




jarak dekat hingga jarak yang sangat jauh. Pada kondisi itulah, transportasi 
sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.2 
Transportasi sangat diperlukan, seperti halnya di kota-kota besar khususnya 
di Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak mahasiswa 
mencari dan menuntut ilmu di universitas yang ada di Malang. Mahasiswa 
terdiri dari dua kata yaitu maha artinya “ter” dan siswa artinya “pelajar”, jadi 
secara pengertian mahasiswa artinya terpelajar. Banyak mahasiswa yang 
berada di wilayah hukum Polresta Malang, tidak dipungkiri dalam 
menjalankan kegiatan sehari-harinya mahasiswa dituntut menggunakan 
transportasi untuk mempermudah aktivitasnya.3 Sepeda motor merupakan 
transportasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Dalam 
berkendara, tentunya mahasiswa dan seluruh pengguna jalan harus mematuhi 
aturan-aturan hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan 
kenyamanan saat berkendara. Dari tahun ke tahun pengguna transportasi kian 
meningkat, semakin banyaknya pengguna kendaraan tidak dipungkiri 
menyebabkan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas yang dikenal pelanggaran 
lalu lintas.  
Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu ketidaksesuaian antara aturan 
undang-undang yang telah sah ditetapkan oleh negara dengan masyarakat yang 
menjadi pelaksananya. Pelanggaran lalu lintas juga dapat diartikan suatu 
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perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena 
bersumber dari suatu aturan yang tidak ditaati dan dapat menyebabkan dampak 
buruk bagi pengguna lalu lintas.4 
Pelanggar lalu lintas di Wilayah Polresta Malang Kota yang dilakukan oleh 
mahasiswa disebabkan banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak 
mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Mahasiswa yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas kebanyakan tidak menaati aturan-aturan yang sudah di 
tetapkan seperti, melanggar rambu lalu lintas, pelanggaran marka jalan, 
rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, tidak 
memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm dan dan lain 
sebagainya.5 Pelanggaran lalu lintas merupakan akibat dari kurangnya 
kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas dan keteledoran para 
pemakai jalan yang terkadang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat 
menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas (Soerjono Soekanto: 1980). 
Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Malang sangat tinggi 
dan mahasiswa merupakan salah satu pelanggar lalu lintas terbanyak, sesuai 
dengan data yang Penulis peroleh dari Satuan Lalu Lintas Polresta Malang 
Kota, sebagai berikut : 
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Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polresta Malang Kota 
dalam 4 tahun, yakni tahun 2017-2020 : 
Tabel 1.1  : Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polresta Malang Kota 
Pada Tahun 2017-2020 
No. Jenis 
Pelanggaran 
2017 2018 2019 2020 Jumlah 
1. Batas Muatan 364 303 278 391 1336 
2. Batas 
Kecepakatan 
0 0 0 0 0 
3. Marka/Rambu 15868 16659 15443 11983 59953 
4. Surat-surat 5480 4545 5243 4947 20215 
5. Perlengkapan 1277 1038 828 655 3798 
6. Lain-lain 9564 7577 6511 5339 28991 
Jumlah 32553 30122 28303 23315 114293 
Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi di Wilayah 
Polresta Malang Kota dalam 4 tahun, yakni tahun 2017-2020 : 
Tabel 1.2  : Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi di Wilayah 
Polresta Malang Kota Pada Tahun 2017-2020 
No. Profesi 2017 2018 2019 2020 Jumlah 
1. TNI/POLRI 0 0 0 0 0 
2. Pegawai Negeri 256 126 167 103 652 
3. Karyawan 
Swasta 




Lanjutan Tabel 1.2 : Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi di 
Wilayah Polresta Malang Kota Pada Tahun 2017-2020 
No. Profesi 2017 2018 2019 2020 Jumlah 
4. Mahasiswa 10270 9750 9475 7609 37104 
5. Pelajar 3016 2674 2295 1786 771 
6. Pengemudi 
Umum 
502 589 631 472 2194 
7. Pedagang 581 571 643 527 2322 
8. Tani 559 561 571 460 2151 
9. Buruh 672 775 898 739 3084 
10. Lain-Lain 1055 800 944 686 3485 
Jumlah 32553 30122 28303 23315 114293 
 
Data Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polresta 
Malang Kota dalam 4 tahun, yakni tahun 2017-2020 : 
Tabel 1.3  : Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah 
Polresta Malang Kota Pada Tahun 2017-2020 
No. Jenis 
Penindakan 
2017 2018 2019 2020 Jumlah 
1. Tilang 32553 30122 28303 23315 114293 
2. Teguran 6991 6008 6067 2459 21525 





Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa masih banyak masyarakat 
khususnya mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang paling 
banyak dilakukan adalah melanggar marka/rambu lalu lintas, tidak 
memilikinya surat-surat kendaraan seperti sim, STNK dan tidak menggunakan 
helm (perlengkapan), tidak menyalakan lampu pada siang hari, dll  merupakan 
pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa.  
Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 
disebutkan bahwa : 
4. Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib 
Mematuhi ketentuan : 
a. Rambu perintah atau rambu larangan 
b. Marka Jalan 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 
d. Gerakan Lalu Lintas 
e. Berhenti dan Parkir 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar 
g. Kecepatan maksimal atau minimal dan/atau 
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.6 
 
Bahwa sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 
disebutkan bahwa : 
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan 
Bermotor yang dikemudikan.7 
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Bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 
disebutkan bahwa : 
1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.8 
 
Di dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 
2009 disebutkan bahwa : 
1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib 
dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. 
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda 
Motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.9 
 
Berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa :  
2. Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang 
hari.10 
 
Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran lalu lintas maka 
diperlukan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dengan tujuan guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam 
masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. 
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Seharusnya para pengendara bermotor baik masyarakat maupun di kalangan 
masyarakat mematuhi peraturan undang-undang berlalu lintas sebagaimana 
yang telah ditetapkan, dan kepolisian diharapkan menerapkan peraturan 
ataupun undang-undang tersebut dengan baik dalam artian sanksi harus 
diberlakukan dengan asas equality before the law. Selain itu, polisi juga harus 
lebih tegas dalam menjalankan penegakan hukum, agar mahasiswa tidak 
melakukan pelanggaran lalu lintas.11 
Penyelesaian hukum dalam lalu lintas dibagi menjadi 2 yang pertama yaitu 
dibidang represif meliputi penindakan pelanggaran secara edukatif yaitu 
melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik 
dengan cara memberikan teguran atau peringatan, sedangkan penindakan 
secara yuridis diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara 
hukum yang penindakannya dilakukan dengan menggunakaan tilang. Sama 
halnya dengan pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi 
pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap 
pelanggaran lalu lintas yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan 
dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini bertujuan agar 
menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu 
membebani masyarakat. 
Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi tersebut, menyebabkan 
penyelesaian pelanggaran dengan cara yang sesuai yaitu menaati peraturan 
undang-undang, sesuai dengan prosedurnya. Tindakan bagi pengguna 
                                                             




kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut 
diberikan sanksi tertentu yang biasa disebut dengan tilang. Sistem tilang yang 
berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran 
Lalu Lintas, sebagai berikut : 
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas :  
1. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi 
tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.  
2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses 
peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara 
terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan 
teknologi.12 
Bagi pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, mereka harus melakukan 
beberapa langkah yang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya. Hal inilah, 
yang menyebabkan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan 
tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, seringkali kedapatan menyalahi aturan 
dan melakukan tindakan suap menyuap kepada Petugas Kepolisian sebagai 
uang damai. Banyak dari pihak pengendara bermotor mahasiswa yang 
melanggar lalu lintas dan dikenai tilang oleh polisi, menginginkan 
penyelesaian melalui jalur cepat yaitu membayar uang denda secara langsung 
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di tempat yang bertujuan sebagai pendamai. Sehingga, proses hukum pada 
operasi tertib lalu lintas, tidak berlanjut.  
Masyarakat cenderung melakukan suap saat berhadapan dengan polisi. Hal 
ini terjadi ketika warga ditilang oleh polisi karena melakukan pelanggaran lalu 
lintas. Berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia (TII) 
yang dirilis di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Dari sampel anak muda yang berusia 
15 sampai 30 tahun, tercatat sebanyak 47% responden punya pengalaman 
dengan suap ketika berusaha menghindari sanksi tilang. Membayar uang 
dalam jumlah tertentu untuk menghindari sanksi tilang masih dianggap sebagai 
jalan pintas.13 
Selain itu, hal ini didukung oleh penelitian Wahyu Putra Jul Hidayat (2020) 
yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran 
Lalu Lintas Secara Damai Di Kota Batu” yang mengatakan sebagai berikut : 
“Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai 
dengan ketentuan hukum yang belaku. Banyak dari pengendara yang menyuap 
petugas polisi untuk menempuh jalan “damai”, yakni membayar sejumlah 
uang kepada oknum polisi. Bahkan bukan hanya pengendara yang melakukan 
pelanggaran saja, terkadang juga terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan 
situasi tersebut untuk mendapatkan uang secara instan, yaitu dengan cara 
damai ditempat.” 
                                                             
13 Ihsannudin, 2019. Jakarta. Masyarakat Cenderung Korupsi Saat Ditilang Polisi. Diakses dalam 
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/2107370/Masyarakat.Cenderung.Korup




Hal inilah yang banyak menjadikan masyarakat menyepelekan peraturan 
lalu lintas karena apabila mereka melakukan pelanggaran, maka tinggal 
menyuap oknum tersebut. Kebiasaan ini yang sering berkembang di dalam 
masyarakat hingga saat ini, dan seharusnya masyarakat diberikan wawasan 
atau pengetahuan mengenai hal tersebut. Sehingga kebiasaan penyelesaian 
pelanggaran lalu lintas secara damai dapat berkurang.”14 
Padahal, aturan tilang bertujuan untuk memberantas terjadinya “damai” 
atau penyuapan terhadap petugas di lapangan. Dalam menyelesaikan 
pelanggaran lalu lintas, seharusnya melibatkan aparat penegak hukum lainnya, 
seperti kejaksaan dan pengadilan. Mekanisme tilang pada saat ini, yang 
prosesnya terlalu panjang sehingga menimbulkan biaya tinggi (costly) dan 
memakan waktu, merupakan penyebab munculnya praktek damai yang 
dilakukan oleh pelanggar yang digunakan sebagai “pendamai”.15 Pelanggar 
lalu lintas menyepakati hal tersebut disebabkan oleh sikap khalayak yang 
terlanjur tidak mau repot, karena dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-
belit sehingga mendorong para pelanggar lalu lintas untuk lebih memilih jalan 
pintas dengan membayar denda sebagai pendamai. 
Penelitian ini akan lebih membahas mengenai pilihan penyelesaian hukum 
dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di kalangan mahasiswa 
yang mana dalam penyelesaian pelanggaran tersebut menggunakan jalur yang 
sesuai dengan aturan hukum maupun pelanggar lalu lintas di kalangan 
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mahasiswa yang dikenakan tilang berujung damai dengan berbagai motif dari 
masing-masing pelanggar.16 Untuk itulah berdasarkan uraian diatas maka 
penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “PENYELESAIAN 
HUKUM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS PENGENDARA 
BERMOTOR DI KALANGAN MAHASISWA” (Studi di Wilayah hukum 
Polresta Malang Kota). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dipaparkan diatas maka 
dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut : 
1. Apa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor yang 
terjadi di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota? 
2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum 
Polresta Malang Kota? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan Penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara 
bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta 
Malang Kota. 
2. Untuk mengetahui pilihan penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu 
lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta 
Malang Kota.  
                                                             




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 
maupun secara praktis : 
1) Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan 
dalam guna menambah kepustakaan dan wawasan dalam bidang hukum, 
khususnya permasalahan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas 
pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan mengetahui 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di 
kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota. 
2) Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait 
bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor yang terjadi 
di kalangan Mahasiswa dan penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu 
lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum 
Polresta Malang Kota.  
b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan serta wawasan 
mengenai bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor 
yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan penyelesaian hukum dalam 
pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa 
wilayah hukum Polresta Malang Kota.  
c. Adanya suatu sumbangsih pikiran dan masukan dari hasil penelitian ini, 




lintas pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor 
di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota.  
E. Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai referensi apabila ada peneliti lain 
yang ingin meneliti di bidang yang sama, selain itu juga sebagai penambahan 
pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas, dengan 
harapan penulis agar mereka paham mengenai hal yang akan penulis teliti 
nantinya. Selain itu, adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
Manfaat penelitian ini, selain memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 
baru untuk penulis terkait bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas 
pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di 
kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota. Selain itu, 
digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pendidikan 
kesarjanaan yaitu gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Bagi Mahasiswa 
Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk para pengendara 
bermotor khususnya di kalangan mahasiswa,agar tidak melanggar 
peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan 




menyelesaian penyelesaian dalam pelanggaran lalu lintas pengendara 
bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota, 
yang benar menurut hukum. 
3. Bagi POLRES MALANG 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 
sumbangsih yang baik untuk Polresta Malang khususnya dalam upaya 
penertiban pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di kalangan 
Mahasiswa di wilayah hukum Polresta Malang Kota. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa 
bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian 
dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.17 
Variebel sosial yang diteliti adalah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas 
pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan penyelesaian 
hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di kalangan 
Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota.  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pemilihan 
jenis penelitian didasarkan pada pendekatan konseptual, peraturan 
perundang-undangan, pendekatan kasus atau pendekatan perbandingan. 
Pemikiran bahwa telah terhadap penelitian bersumber pada peraturan 
perundang-undangan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 
Pelanggaran Lalu Lintas. Serta bahan-bahan lain yang berhubungan 
dengan penyelesaian hukum dalam pelanggaran Lalu Lintas. 
2. Metode Pendekatan  
Pendekatan permasalahan dari aspek yuridis empiris yang 
diimplementasikan dalam tataran empirik, selanjutnya dilihat fakta-fakta 
empirik tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum. Pengelolaan bahan 
hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu semua data dan 
informasi di analisis dengan tidak menggunakan langkah-langkah sebagai 
bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner, yang 
berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis empiris. 
Sehingga, pada akhirnya dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran 
lalu lintas pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di 
kalangan Mahasiswa. 




Lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta 
Malang Kota. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan banyak universitas 
yang memiliki mahasiswa di daerah tersebut. Peneliti mengamati 
kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum Mahasiswa dalam mematuhi 
peraturan-peraturan saat berkendaraan, seperti melanggar marka/rambu 
jalan, tidak menggunakan helm, dan tidak memiliki SIM, dll. Selain itu, 
dalam melakukan penyelesaian pelanggaran yang dilanggar, sering 
didapati tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengambil jalan 
pintas menggunakan uang damai. Sehingga, peneliti ingin meneliti lebih 
jauh terkait kepatuhan dan ketaatan hukum bagi pengendara bermotor di 
kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang Kota dalam 
menyelesaikan pelanggaran lalu lintas. 
4. Sumber Data  
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 
berupa hasil kuisioner dan wawancara. Data primer ini, diperoleh 
berdasarkan permasalahan yang diangkat adalah dari penelitian penulis 
terhadap bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor 
yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan penyelesaian hukum dalam 
pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa 
wilayah hukum Polresta Malang Kota .  
b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan 




1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-undang Nomor 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 
2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari 
buku - buku, makalah, jurnal.  
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti : kamus hukum dan kamus besar bahasa 
Indonesia.18 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini maka 
dilakukan: 
a. Penelitian kepustakaan 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer 
melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri 
dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan 
informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini. 
b. Kuisioner 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer 
melalui kuisioner yang respondennya berasal dari Mahasiswa di 
wilayah hukum Polresta Malang Kota untuk mengetahui bentuk-
                                                             




bentuk pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor yang terjadi di 
kalangan Mahasiswa dan penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu 
lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum 
Polresta Malang Kota.  
c. Wawancara  
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer 
melalui wawancara ditingkat kepolisian khususnya polisi lalu lintas di 
Polresta Malang untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu 
lintas pengendara bermotor yang terjadi di kalangan Mahasiswa dan 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara 
bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang 
Kota. 
d. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer 
melalui dokumentasi yang pengumpulan datanya dilakukan di tempat 
lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Malang Kota. 
6. Metode Analisis Data  
Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu 
menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi 
lapangan berupa kuisioner dan wawancara serta kepustakaan dan 
selanjutnya data terkumpul dianalis dengan teori-teori, konsep - konsep 





H. Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun proposal penulisan hukum ini penulis menyusun 
dalam empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah 
memahami proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan mengenai pilihan 
penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor di 
kalangan Mahasiswa yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan memuat 
diantaranya : 1) latar belakang yang merupakan penjelasan akar dari 
permasalahan yang diangkat serta pengantarnya, 2) rumusan masalah yang 
menjelaskan permasalahan yang terbagi menjadi dua permasalahan yang akan 
menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini, 3) tujuan penulisan 
merupakan pencapaian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam membuat 
penelitian hukum ini, 4) Manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, 
pemerintah, masyarakat dan pengadilan, 5) Metode Penelitian yang digunakan 
penulis dalam hal ini adalah yuridis empiris, dan 6) Sistematika Penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk 
memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam Bab ini diuraikan 
tentang teori hukum dan pendapat ahli hukum yang sesuai dengan hukum yang 
masih berlaku dan dipakai dalam penelitian ini. Tujuan utama dari objek 




pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum Polresta Malang 
Kota . 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang 
merupakan jawaban permasalahan yang diperolehnya melalui kuisioner dan 
wawancara serta studi pustaka, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, 
peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini yaitu penyelesaian hukum dalam pelanggaran 
lalu lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa wilayah hukum 
Polresta Malang Kota. 
BAB IV : PENUTUP 
Penutup merupakan Bab akhir yang didalamnya berisikan suatu 
kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang 
akan diberikan oleh penulis terkait penyelesaian hukum dalam pelanggaran lalu 
lintas pengendara bermotor di kalangan Mahasiswa selama melakukan 
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